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ABSTRAK

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Desa Sia Sondo Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima ditinjau Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan

Sebagian warga Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima mempunyai
mata pencaharian penggarap tambak. Dalam mata pencaharian tersebut
masyarakat setempat tidak terdapat diperjanjian bagi hasil, bagi hasil perikanan
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Perjanjian bagi hasil
tanah tambak di Desa Sondosia selama ini didasarkan kepercayaan dan
kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah
modal utama bagi seorang penggarap untuk dapatizin mengelola tanah tambak
yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua
yang melekat pada tanah. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondo Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima ditinjau Undang-Undang nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan jika terjadi
perselisinan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondo
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunkan Jenis
penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum
sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji
ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di
masyarakat. pelaksanaan Hasil penelitian adalah perjanjian bagi hasil perikanan
darat khususnya di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sampai
dengan saat ini didasarkan pada adat kebiasaan setempat yaitudibuat secara lisan,
dengan pembagianya 70%/30%. Ketika terjadi suatupermasalahan yang dilakukan
antara pihak-pihak terkait dalam perjanjian bagi hasil tambak, seperti perselisihan,
masyarakat Desa Sondosia lebih mengutamakan musyawarah.

Kata : Perjanjian Bagi Hasil Tambak, Perikanan
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ABSTRACT

Implementation of the Pond Production Sharing Agreement in Sia Sondo
Village, Bolo District, Bima Regency in terms of Law Number 16 of 1964
concerning Fishery Revenue Sharing

Some people in Sondosia Village, Bolo District, Bima Regency live by cultivating
fishponds. The local community does not have a profit-sharing agreement for this
line of work since Law Number 16 of 1964 regulates the distribution of fisheries
products. Until this point, the sharecropper and the pond owner's agreement has
Jormed the foundation for the production of pond land in Sondosia Village. This
trust is the major funding source for a cultivator seeking authorization to manage
pond land that is not his own, along with the agreement’s intended subject, pond
land, and all associated property. This study aimed to determine how the fishpond
production sharing agreement was implemented in Sondo Village, Bolo
Subdistrict, Bima Regency under Law Number 16 of 1964 Concerning Fishery
Revenue Sharing, and to learn what legal actions were taken if there was a
disagreement over how the agreement was being implemented. This study
approach employs empirical juridical research, a subset of sociological legal
research known as field research, focusing on analyzing relevant legal provisions
and social developments. Inland fisheries product sharing agreements,
particularly in Sondosia Village, Bolo District, and Bima Regency up fo this point,
are based on regional customs, which are negotiated orally, with a distribution of
70% 30%, according to the research findings. The residents of Sondosia Village
value discourse when a conflict arises between the parties 1o the fishpond
production sharing agreement.

Keywords: Pond, Fishery Production Sharing Agreement
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tambak merupakan wadah komunitas ikan yang dipelihara oleh
masyarakat Indonesia, khususnya pembuat tambak di desa. Tambak tidak
hanya merupakan sumber kehidupan dan potensi nilai komersial yang besar,
tetapi juga merupakan sumber makanan bagi ikan hewani yang kaya protein.
Budidaya ikan secara intensif dengan harapan mendapatkan hasil yang
diinginkan tidak buruk bagi siapa pun.*

Pengusaha tambak berbasis bagi hasil memberikan kontribusi penting
bagi peningkatan taraf hidup para pembangun tambak, khususnya pemilik
tambak. Oleh karena itu, keberadaan peraturan tentang perjanjian bagi hasil
dirasa sangat diperlukan, karena perjanjian bagi hasil sebenarnya berasal dari
hukum adat, yang tidak dapat dipisahkan dari sifatnya, dan terkadang
mengandung unsur pemerasan.? Salah satu ciri munculnya unsur pungli adalah
karena ketidakseimbangan antara luas lahan yang tersedia dengan jumlah
petani yang mau menggarapnya. Selain itu, praktek antara pemilik tambak dan
pengelola tambak seringkali menghasilkan kesepakatan lisan, sehingga jika
terjadi perselisihan pelaksanaan kesepakatan, pengelola tambak selalu

dirugikan, karena pada kenyataanya pihak penggarap tambak merupakan

! Daya Budi. Udang di Saweh dan Tambak. PT Niage Swadaya, Cimanggis Depok, 2011. him 5

2 Ainiysh Khurrotul. Analisis Yuridis Perjonjion Bagi Hasil Tembok Menurut Undang-undeng
Nomor 16 tehun 1964 tentong bogi hasil perikanan (Studi Pade Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kobupaten Sidoarjo). 2020. phd thesis. universitos bhayangkara.



pihak yang mempunyai ekonomi sosial lemah.

Ada prinsip common law yang berlaku dalam pendistribusian hasil
pertanian mengenai bagi hasil usaha budidaya ini, dan prinsip tersebut juga
berlaku bagi hasil budidaya. Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang
mengerjakan tanah asing harus memberikan sebagian atau setengah dari hasil
panen kepada pemilik tanah.?

Karena aturan bagi hasil yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil penangkapan ikan, maka
ketentuan hukum adat tidak berlaku lagi untuk hal-hal yang bersifat memaksa.
Dalam hal ini berlaku asas-asas common law untuk hal-hal tertentu, sekalipun
tidak ada keseragaman dalam pembagian hasil panen, kecuali hal itu
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang
Peredaran Hasil Laut.

Perjanjian bagi hasil tambak adalah perbuatan hubungan hukum yang
diatur oleh hukum perdata dan hukum adat. Kontrak bagi hasil adalah suatu
bentuk kontrak antara orang yang berhak memiliki tambak dengan orang yang
disebut petani. Atas kesepakatan, pengelola dapat mengoperasikan tambak
yang bersangkutan dan membagikan hasilnya sesuai skala yang disepakati
bersama antara pengelola dan penerima manfaat tambak.*

Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Karena letaknya

yang berada di pesisir pantai, sebagian penduduknya bermata pencaharian

% Lihet Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentong Bagi HasilPerikanan

* Hernoko, Agus Yudha;. Hukum Perjoenjion. Prenada Media, Jakarta, 2019, him, 13



sebagai petani tambak. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat di Desa

Sondosia mengolah lahan menjadi tambak bandeng untuk diri sendiri dan

orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat
judul skripsi “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Desa Sondo
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-undang Nomor 16
Tahun 1964 tentang Bagi Hasil”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa masalah dapat
dirumuskan dalam penelitian ini.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondosia
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1964 tentang Bagi Hasil?

2. Upaya hukum apa yang dilakukan jika terjadi perselisihan dalam
pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tambak di Desa Sondosia Kecamatan
Bolo Kabupaten Bima?

. Tujuan Penelitian

Untuk memperjelas penjelasan dari masalah di atas, tujuan penelitian
ini ditetapkan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa
Sondo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ditinjau Undang-Undang nomor
16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan jika terjadi perselisihan



dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondo Kecamatan
Bolo Kabupaten Bima.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, diharapkan
penelitian ini dapat membantu:
1. Manfaat Teoritis
Kajian ini dapat memberikan informasi atau wawasan tentang
perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya hukum kontrak,
khususnya ilmu-ilmu hukum yang relevan dengan pelaksanaan kontrak
bagi hasil tambak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang Kontrak Bagi Hasil Perikanan.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar guna penelitian
selanjutnya.
b. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan perjanjian bagi
hasiltambak.
c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil
kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-
masalah yang muncul dalam pelaksanaan bagi hasil
tambak.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Agar penelitian ini tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan

untuk lebih terarahnya dalam melakukan penelitian, maka perlu diberikan



batasan lingkup penelitian, adapun yang menjadi fokus sasaran objek yang

diteliti yaitu tentang:

Perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan tambak di Desa Sondosia

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan judul di atas yang diangkat oleh penyusun ada beberapa

judul yang memiliki kesamaan dan perbedaan seperti di bawah ini:

Table 1 Penelitian Terdahulu

No. Nama Dan Judul Rumusan Masalah Hasil Penelitian
1. | Khurrotul aniyah 2020 dengan Bagaimana pelaksanaan | Khusus di  Sondosia di
judul “perjanjian bagi hasil tambak | perjanjian adat bagi hasil | Kabupaten Bolo, bentuk
menurut undang-undang nomor 16 | tambak di Desa kesepakatan berbagi hasil laut
tahgn 1964}‘tenta_ng bagi hasil Kalar)ganyar? Lz | pedalaman sampai saat ini
perikanan “(studi pada desa Bagaimana perjanjian bagi . :
kalanganyar kecamatan sedati hasil tambak menurut masih berdasarkan adat lisan
kabupaten sidoarjo)” fakultas Undang-Undang Nomor setempat. Peraturan
hukum 16 Tahun 1964 tentang Bagi | perundang-undangan tentang
Universitas Bhayangkara Hasil Perikanan? kuota makanan laut, Undang-
Surabaya Undang Nomor 16 Tahun
1964, tidak dilaksanakan
seperti yang diharapkan oleh
pemerintah. Hal ini
dikarenakan ada faktor yang
menghambat penegakan
hukum,  seperti  kuatnya
pengaruh gaya hidup, faktor
pendidikan, dan kurangnya
sosialisasi hukum bagi hasil.
2. | Muhajir Tahun 2017 dengan judul | Bagaimanakah perjanjian Hasil Penelitian ini adalah

“Analisis hukum perjanjian bagi
hasil perikanan darat Menurut
undang-undang nomor 16 tahun
1964 Tentang pola bagi hasil
perikanan (Studi pada desa bolano

bagi hasil perikanan darat di

desa Bolano Kecamatan
Bolano Kabupaten Parigi
Moutong

Menurut Undang Nomor 16
Tahun 1964 Tentang Pola

(1) Kesepakatan bagi hasil
perikanan darat, khususnya di

desa Bolan di kabupaten
Bolano
Kabupaten Parigi Moutong

belum menggunakan bagi




kecamatan bolano kabupaten parigi
moutong)

Bagi Hasil Perikanan
(2)Untuk

mengetahui faktor
penghambat pelaksanaan
perjanjian bagi hasil

perikanan darat di Desa
Bolano Kecamatan Bolano
Kabupaten Parigi Moutong

hasil  sebagaimana  diatur
dalam Pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil.

@) Adanya kendala
pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1964
tentang Peruntukan Hasil
Laut, yaitu masih kuatnya
pengaruh Adat, faktor
pendidikan dan kurangnya
sosialisasi UU  Peruntukan
Hasil Laut. (1) Pemerintah
desa  harus  menerapkan
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 1964 tentang
Pemasaran Hasil Perikanan di
Desa Borano Kecamatan
Borano  Kabupaten Parigi
Moutong. (2) Pemerintah
yang  sering  melakukan
sosialisasi dan penyuluhan
hukum tentang uu
Pemasaran Hasil Laut agar
masyarakat memahami bahwa
ada peraturan yang
memberikan kepastian hukum
kepada pembangun tambak
dan pemilik tambak, harus
bisa diikuti secara perlahan.
Penjualan hasil laut, dengan
cara yang diatur oleh undang-

undang
Anasril (2019) Pelaksanaan | Bagaimana bentuk | Hasil penelitian ini
Perjanjian Bagi Hasil Dei Ani | pelaksanaan perjanjian bagi | menunjukkan bahwa
(Ambil Madu) Pada Masyarakat hasil Dei Ani (Ambil Madu) per\_/vujudz_in pferjanjian bagi
Desa Taropo Kecamatan Kilo pada  masyarakat Dgsa hasil dei ani (mengambil
Taropo, Kecamatam Kilo, | madu) antara masyarakat
Kabupaten Dompu Kabupaten Dompu? Desa Taropo Kecamatan Kilo
Bagaimana cara penyelesaian | Kabupaten Dongpu hanya

sengketa  apabila  terjadi
sengketa terhadap para pihak

bersifat lisan dan berdasarkan
kesepakatan para pihak dalam

kelompok tersebut.
menunjukkan. Dan proses
Diani dilakukan dalam




beberapa tahap. Mulailah
dengan mencari tim atau
kelompok, berkumpul,
menentukan ketua kelompok,
memutuskan tugas masing-
masing, dan membagikan
hasil deiani. Masalah akan
diselesaikan dengan
musyawarah dan kesepakatan
antara anggota kelompok,
kecuali penyelesaiannya
selesai melalui konsultasi dan
kesepakatan antara anggota
kelompok. di desa.

Sumber: Skripsi Mahasiswa Tahun 2017-2020
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa “Perjanjian berasal
dari kata janji yang berarti kerelaan untuk melakukan sesuatu, dan perjanjian
adalah suatu janji (tertulis atau tidak tertulis) Apa yang dinyatakan dalam
kontrak itu sendiri.’

Dalam kamus Sosiologi, Perjanjian disebut dengan istilah Barganing,
Yaitu: “Proses persetujuan antara pihak—pihak yang mengikatkan diri atau
bersengketa, melalui perdebatan, pemberian usulusul, dan seterusnya. Dari
pengertian kita tentang perjanjian di atas, kita dapat melihat bahwa perjanjian
berasal dari kata “janji”, yang merupakan hal penting dalam hukum perdata,
karena kewajiban timbul dari perjanjian. Hal ini terlihat dari pengertian
kontrak.®

KUHPerdata juga menetapkan bahwa kontrak adalah sumber janiji.
Pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah
sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.’

Menurut pengertian Pasal 1313 KUH Perdata, KUHPerdata tidak

lengkap dan terlalu luas, karena hanya perjanjian sepihak yang dirumuskan.

> Parthiang, 1. Wayan. Hukum Perjenjion Internasional. Mandar Maju, Bandung Indonesia, 2002.
him, 10

® Sinaga, N. A. Peranon Asas-Asss Hukum Perjenjian Dalom Mewujudkan Tujuan Perjonjion.
Binamulio Hukum, 7 (2), The Fisrt On-Publiher in Indonesis (2018), him, 107-120.

" Melislo, Djojo Sembiring. Penuntun Proktis Perjonjion Pemberion Kusso Menurut Kitsb
UndangUndang Hukum Perdata. CV Nuansa Aulia Online, 2008. him, 33



karena perjanjian itu dapat mengenai perjanjian kawin, dan berbagai hal
lainnya.

Kesepakatan tentang hal di atas juga cacat. Suatu perjanjian tidak
hanya bermaksud untuk melakukan sesuatu, tetapi juga dapat menahan diri
untuk tidak melakukan sesuatu. Tidak setiap perjanjian yang di dalamnya
seseorang menjanjikan sesuatu merupakan perjanjian dalam arti hukum, dalam
hal ini peristiwa itu dapat disebut perjanjian dalam arti hukum.®

Menurut J. Satrio® Perjanjian memiliki dua arti: luas dan sempit,
dengan arti luas yang berarti perkawinan, perjanjian pranikah, atau perjanjian
lain dengan hasil hukum yang diinginkan para pihak, dan arti sempit yang
berarti perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam buku 3 KUHPerdata,
maksudnya dimaksudkan hanya untuk hubungan hukum di bidang hukum
harta benda.

Menurut Marilang, kamus hukum menggunakan dua istilah yang
berkaitan dengan arti perjanjian: perjanjian dan persetujuan. Di sini, perjanjian
atau persetujuan didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau
lebih diikat oleh orang atau orang lain. Sedangkan Pasal 1313 KUHPerdata
menggunakan istilah persetujuan. Ini didefinisikan sebagai tindakan satu atau
lebih orang yang mengikat satu atau lebih orang lain.™

Bertentangan dengan berbagai pandangan di atas, peneliti berpendapat

® Subekti, R. Hukum Keluarga don Hukum Waris. Intermasa, Jakarta, 1990, him 20

% Satrio, J. Perjenjion Pada Umumnya. CV Citra Aditys Bakti , Bandung, 1992, him, 23

19 Nazif, I. Tinjouan Yuridis Terhadap Perjonjian Pembiayaan Konsumen Yaong Tidak Mendaftarkan
Jominon Fidusio Berdaserkan Pasel 15 Don Poesal 29 undang-Undang Nomor 42 Tsehun 1999
Tentong Jominon Fidusio (Studi Kosus Pads Perussheon Pembisyson Konsumen Di Kota
Tangerang). (2017).
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bahwa perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk
melakukan dalam bentuk apa pun yang ditentukan, baik kinerja, kinerja, atau
non-kinerja, dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. peristiwa hukum yang
dilakukan bersama (verbal) yang diwajibkan oleh hukum.

Sebagaimana disebutkan di atas, suatu perjanjian harus memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum agar dianggap sah dan, oleh karena
itu, mengikat secara hukum orang yang membuat perjanjian tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah perjanjian sebagai
berikut.

1. Sepakat mereka mengikatkan diri;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu.

4. Suatu sebab yang legal.

Syarat pertama dan kedua disebut juga syarat subjektif karena
menyangkut subjek yaitu orang yang memberi persetujuan, sedangkan syarat
ketiga dan keempat disebut syarat objektif.

Pasal 1320 KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian sebab yang adil.
Pasal 1337 KUHPerdata hanya mengacu pada sebab-sebab yang dilarang.
Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum serta
kesusilaan dilarang. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena
berhubungan dengan pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Syarat ketiga
dan keempat disebut syarat objektif karena berhubungan dengan pokok

bahasan kontrak. Perjanjian akan berakhir jika kondisi pertama dan kedua
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tidak terpenuhi. Artinya salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan
untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, kontrak akan
dianggap sah bahkan jika para pihak tidak keberatan. Jika syarat ketiga dan
keempat tidak terpenuhi, kontrak akan batal. Artinya sejak awal kontrak
dianggap tidak ada.**

Berdasarkan pengertian di atas, tampak adanya unsur yang paling
mendasar dari setiap perjanjian, yaitu pada hakekatnya persetujuan
(kesepakatan) antara para pihak untuk mengikatkan diri pada apa yang telah
mereka sepakati. Perjanjian berarti kesepakatan bersama dan sukarela tentang
kesediaan atau persyaratan para pihak untuk mematuhi syarat-syarat
perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) kitab undang-undang hukum acara perdata yang
berbunyi: “perjanjian harus dibuat dengan itikad baik", jadi yang dapat
mempengaruhi kesepakatan adalah kesalahan, penipuan dan paksaan.'? Para
pihak harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan kepercayaan dan niat
mereka yang teguh, dan tidak boleh menyebabkan cacat niat yang
mempengaruhi kontrak.

Sebuah wasiat yang cacat adalah kontrak yang menunjukkan cacat
pada perjanjian saat lahir. Pasal 1322 — Pasal 1328 KUHPerdata mengatur
tentang kontrak yang dibuat karena perjanjian yang tidak lengkap. Termasuk

dalam kelompok perjanjian yang mengandung ‘“kesalahan kehendak” dalam

1 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, PT Rajo Grafindo Persada, Jokarta, 2007,
him 30

2 Kitob Undang-Undang KUHPerdato Nomor 16 Tohun 1964 Tentang Perjonjion Bagi Hasil
Perikanen
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doktrin adalah perjanjian yang mengandung unsur “penipuan, paksaan atau
penipuan” pada saat perjanjian itu timbul. Kemudian termasuk kesepakatan
yang muncul atas dasar "penyalahgunaan keadaan."

Menurut Yunus, A. (2019). bahwa, penyalahgunaan keadaan sebagai
kesalahan kehendak dapat mempengaruhi kesepakatan kontrak karena
merupakan unsur yang membatalkan semua atau sebagian dari kontrak yang
dibuat dalam suasana tersebut.*?

Jika pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi hasil dengan orang
lain, yang disebut pengelola tambak, pemilik tambak berhenti mengintervensi
pengelolaan tambak oleh pengelola tambak tersebut sejak saat itu. Perjanjian
bagi hasil timbul dengan bergabungnya pemilik dengan orang lain. Dengan ini
pemilik tambak mengalihkan hak pengelola tambak untuk memelihara dan
mengelola tambak dengan baik dan memberikan sebagian hasil panen kepada
pemilik tambak.

Kesepakatan untuk memproduksi lahan tambak di Desa Sondosia
selama ini berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara penyewa dan
pemilik tambak. Amanah ini merupakan modal utama untuk memperoleh izin
pengelolaan properti tambak yang tidak dimiliki oleh petani, dan subjek
kontraknya adalah properti tambak dan segala sesuatu yang terkait dengan
properti tersebut. Sedangkan syarat-syarat akad, termasuk hak dan kewajiban
masing-masing pihak juga ditentukan sendiri-sendiri, dan hasil dari

pengembangan tanah akan dibagi kemudian menurut kesepakatan bersama.

3 Yunus, A. Penyalshgunasn Keadaon dalem Bentuk Perjonjion Boku. Kenun Jurnal limu Hukum,
21(2), 2019, him, 178-186.
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Petani dan Keuntungan Petani Lain 70% dari pemilik tanah. Batas waktu
perjanjian bagi hasil sebelumnya juga bukan standar yang seragam, tetapi
semua berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan petani, biasanya
berdasarkan waktu panen. Jangka waktu perjanjian ini secara otomatis akan
berakhir karena sifat dari manfaat ini. Perjanjian berbagi tidak tertulis atau
lisan.

Sedangkan syarat-syarat perjanjian, termasuk hak dan kewajiban
masing-masing pihak juga ditentukan sendiri-sendiri, dan hasil dari
pengembangan tanah akan dibagi kemudian menurut kesepakatan bersama.
Petani dan Keuntungan Petani Lain 70% dari pemilik tanah. Batas waktu
perjanjian bagi hasil sebelumnya juga bukan standar yang seragam, tetapi
semua berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan petani, biasanya
berdasarkan waktu panen. Jangka waktu perjanjian ini secara otomatis akan
berakhir karena sifat dari manfaat ini. Perjanjian berbagi tidak tertulis atau
lisan.**

B. Perjanjian Menurut Undang-undang KUHPerdata

Perjanjian pada dasarnya adalah hubungan antara para pihak. Pasal
1313 KUHPerdata menyebutkan tentang perjanjian sebagai berikut: “Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*®

¥ ihat Pasol 2 don Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi HasilPerikanan
1> Gumenti, Retna. Syarat Sehnya Perjenjion (Ditinjou dori KUHPerdata). Jurnal Pelangi 1lmu, 2012,
5.01.
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C. Perjanjian Menurut Hukum Adat

Hukum Adat berasal dari bahasa Arab yaitu Hadazt yang artinya
menjadi amalan yang diulang-ulang dan akhirnya kebenarannya diyakini oleh
masyarakat. Hukum adat juga merupakan cerminan individualitas suatu
masyarakat/negara.*®

Hukum adat, menurut B. Ter Haar Bzn, adalah seperangkat aturan
yang diwujudkan dari keputusan (secara kasar) pejabat peradilan yang
berkuasa dan berpengaruh, untuk diterapkan segera setelah diundangkan dan
diikuti dengan sepenuh hati. *’

Menurut Soerjono Soekanto, tidak ada perbedaan antara kedudukan
hukum adat dan hukum kebiasaan. Karena hukum adat pada hakikatnya adalah
hukum adat, suatu praktek yang mempunyai akibat hukum. Tidak seperti
konvensi belaka, konvensi common law adalah suatu perbuatan yang diulang-
ulang dalam bentuk  yang sama, sehingga  menimbulkan
“rechtsvardigeordening dersamenlebing”.'® Secara sederhana dapat diartikan
bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan pengertian hukumadat dan hukum
kebiasaan, dengan kata lain hukum adat artinya sama dengan hukum
kebiasaan.

Alasan efektifitas hukum adat dilihat dari sudut pandang filosofis
hukum adat yang hidup di Indonesia, tumbuh dan berkembang mengikuti

perkembangan zaman, fleksibel dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga terdapat

® Herukuswento, Modul Hukumadat.http://herukuswanto.dosen.narotoma.ac.id/files/2011/05/Mod
ul-Hukum-Adat-1-Pengertion-Huku-Adat. pdf. pukul.21.45 wib. tanggal 04 Maret 2014.

Y Hilman Hadikusuma, Pengantar 1lmu Hukum Adat Indonesia, Madar Maju, Bandung, 1992, HIm.9
'8 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalshan Hukum Dalam Krerangka Pembangunan di Indonesia,
Yayason Penerbit Universitaos Indonesia,Jokarts,1976, HIm.11
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dalam pembukaan. Undang-Undang Dasar 1945, Dekrit 5 Juli 1959
menekankan kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan hukum adat sebagai sumber hukum dalam negeri. Hukum
adat adalah hukum yang hidup, hukum yang mencerminkan gagasan dan cita-
cita hukum Indonesia.

Hukum adat Indonesia secara umum menunjukkan suatu pola. Karena
identitas common law terdapat pada pola-pola yang melekat pada adat istiadat
setempat. Hukum adat memiliki beberapa pola.*®
1. Tradisional.

Hukum adat pada umumnya bersifat tradisional, artinya sudah
turun temurun dari nenek moyang kepada anak cucu.

2. Keagamaan.

Hukum adat pada umumnya bersifat religius. Artinya, perbuatan
atau aturan hukum yang berhubungan dengan kepercayaan pada yang gaib
dan/atau berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

3. Kebersamaan.

Hukum adat bersifat kebersamaan. Artinya, ketika kepentingan
individu bertepatan dengan kepentingan bersama, kepentingan bersama
menang.

4. Konkret dan Visual.
Pola hukum adat bersifat spesifik. Itu berarti menjadi jelas,

realistis, nyata, dan visual. Artinya, tidak dapat dilihat, terlihat, jelas, atau

19 Warjiyati, Sri. lmu Hukum Adat. Deepublish, 2020.
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tersembunyi.

. Terbuka dan Sederhana.

Pola-pola hukum adat tidak terbatas dan dapat menerima campur
tangan unsur-unsur dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan
semangat hukum adat itu sendiri.

Dapat Berubah dan Menyesuaikan.
Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu, dan

tempat.

. Tidak dikodifikasi.

Hukum adat jarang tertulis, ada yang tercatat dalam Kkitab-kitab
suci setempat, ada yang tidak sistematis, tetapi hanya sebagai pedoman
dan belum tentu, kecuali yang telah ditetapkan oleh Tuhan, tidak dijamin
akan dilaksanakan.

Musyawarah dan Mufakat.

Hukum adat mengutamakan konsultasi dan kesepakatan di antara
anggota keluarga, kerabat dan tetangga, apakah akan mulai bekerja atau
tidak. Hal ini terutama berlaku dalam hal penyelesaian sengketa secara
yudisial. Dengan saling memaafkan, marilah kita selalu mengutamakan
solusi damai dan harmonis melalui musyawarah dan mufakat, serta
menghindari terburu-buru ke pengadilan negara.

Sistem hukum adat yang fungsional dan fleksibel membedakan
hukum adat dari hukum Eropa, karena tidak membedakan antara hukum

publik dan hukum privat. Konsensus juga sering terjadi dalam kegiatan
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ekonomi masyarakat tradisional. Common law didasarkan pada fondasi
psikologis keluarga, harmoni dan saling membantu (karya budi, hutang

budi, balas budi).?°

D. Perjanjian Bagi Hasi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 16 Tahun
1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

“Perjanjian bagi-hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha
penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan
penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian
mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut
menurut imbangan yang telah disetujui sebelumnya”.

Penangkapan ikan laut dan darat berdasarkan perjanjian bagi hasil
harus dilakukan atas dasar kepentingan bersama nelayan pemilik dan nelayan
pemilik, dan pemilik tambak dan pengelola tambak yang bersangkutan. Anda
menerima sebagian dari hasil perusahaan tergantung pada layanan yang Anda

berikan.?!

E. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tambak
Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada hakekatnya merupakan
perjanjian masyarakat hukum antara pemilik tanah dan penggarap, biasanya
tidak secara tertulis, tetapi hanya secara lisan berdasarkan rasa saling
percaya.”

Prosedur perjanjian bagi hasil biasanya secara lisan antara pemilik

20 Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjion Adat, Alumni, Bandung 1979, HIm.70
21 Kitob Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 pasal 1 o don pasal 2
22 \Wulanseri, C. D., & Gunarsa, A. Hukum adat Indonesia: suatu pengantor. Refika Aditoma. (2016)
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properti dan pengelola. Transaksi perjanjian bagi hasil ini biasanya dilakukan
dengan pemilik barang sebagai pihak pertama dan penyewa sebagai pihak
kedua.”®

Tidak ada aturan yang jelas dalam hukum adat tentang tingkat bagi
hasil, yang merupakan hak pemilik atau penguasa tanah dan hak petani. Hal
ini tunduk pada kesepakatan oleh kedua belah pihak di bawah hukum umum
setempat yang berlaku.*

Perjanjian bagi hasil adalah dalam pengertian pasal 1¢c Undang-undang
No. 2 Tahun 1960, yaitu setiap jenis kontrak antara pemilik di satu sisi dan
badan hukum atau badan hukum di sisi lain di mana para pihak telah. Dalam
undang-undang ini mereka disebut pembudidaya.*®

Berdasarkan Pasal 1 huruf (@), perjanjian bagi hasil dalam usaha
penangkapan atau pembiakan ikan dibuat antara nelayan yang memiliki ikan
dan nelayan yang bekerja, atau antara pemilik tambak dan pengelola tambak
sebagai berikut: Mereka masing-masing setuju sebelum berpartisipasi dalam
hasil perusahaan pada skala yang disepakati.

Pasal 2 menyatakan bahwa perikanan laut dan darat harus dilakukan
berdasarkan perjanjian bagi hasil berdasarkan kepentingan bersama antara
nelayan pemilik dan nelayan pekerja, serta melibatkan pemilik tambak dan
pengelola tambak, masing-masing ikut serta dalam hasil Perusahaan dalam

sesuai dengan aturan pelayanan yang diberikan kepadanya.

2% Wiranata, 1. Gede AB; SH, M. H. Hukum Adat Indonesio Perkembangan dari mase ke masa. Citra
Aditya Bokti, Bandung, 2005, him, 17

2 Sulistyowati, Eny, et al. Penerapan Perjonjion bagi Hasil terhadap Pengelolaan Bersomo Lohan
Budidays Tembek. Jurnal Cokrawala Hukum, 2019, 10.2: 187-197.

% Lihat undang-undang no 2 tahun 1960 tentang bagi hesil
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F. Pengertian Tambak

Tambak merupakan salah satu tipe habitat yang digunakan di wilayah
pesisir sebagai lokasi kegiatan budidaya air payau. Pada umumnya tambak
berhubungan langsung dengan budidaya udang windu. Udang windu Jepang
memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan merupakan produk kelautan
yang sangat berorientasi ekspor.*®

Menurut Martosudarmo dan Bambang, tambak adalah tambak yang
dibangun di dataran pasang surut, biasanya digunakan untuk menampung ikan
bandeng, udang laut, dan hewan lain yang hidup di air payau. Pada saat air
pasang, sebagian besar air yang masuk ke tambak berasal dari laut, sehingga
pengelolaan air tambak dilakukan dengan menggunakan arus air laut.?’

Poernomo mendefinisikan tambak sebagai campuran air dari laut dan
sungai, dikelilingi oleh tanggul, diatur oleh kunci, dan digunakan untuk
menanam bandeng, udang, dan makanan laut lainnya.”® Dalam pengelolaan
tambak perlu dilakukan survey secara detail dari berbagai aspek seperti
perencanaan tambak, pemeliharaan, dan renovasi. Informasi yang akurat
tentang kajian faktor teknis dan nonteknis serta hasil di lapangan sangat
penting dalam penelitian. Karena dari penelitian tersebut dapat ditarik
kesimpulan yang objektif tentang permasalahan yang akan diambil.

Keberhasilan budidaya udang di tambak sangat dipengaruhi oleh ketersediaan

% putra, Moteus Kristo Pratamo. Prevelensi ektoperasit udong vennamei pade tembek di Desa
Langgenharjo Kabupsten Pati. Jurnal Life Science, 2018, 7.1: 31-38.

2" Martosudarmo, Bambang. Rekayase Tembak Udong. Jokerta: PT Penebar. Swadaye. Bandung,
1992, him 25

%8 Poernomo, B. Pelaksanaen Pidana Penjora Dengan Sistem Pemasyarakaton (Doctoral dissertation,
Universites Godjoh Moda). 1985, him, 50
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tambak yang memenuhi kebutuhan baik faktor fisik, kimia, biologi dan sosial
masyarakat sekitar tambak. menentukan area yang memenuhi persyaratan
tambak dan membangun tambak sebelum bisnis dapat dimulai.?

Para pihak dalam perjanjian berbagi hasil perikanan. Perjanjian bagi
hasil adalah perjanjian antara pemilik kolam dan pihak lain (petani) di mana
petani diizinkan untuk membuat kolam menjadi produktif dan hasil dari kolam
dibayarkan ke properti dengan persyaratan yang disepakati bersama. . Saham

yang dibagikan oleh kedua belah pihak.*

29 Afrionto, E don L. Evi. Budidaye Rumput laut Kanisius Yogyakarta. 1991, him 12

% Muhgjir, Nofri, Moh. Analisis Hukum Perjonjion Bogi Hesil Perikonon Darst Menurut
UndangUndang Nomor 16 Tehun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanon (studi pade Deso Bolano
Kecomaton Bolono Kabupaten Porigi Moutong). jurnal koleboratif sains, 2019, him 21
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BAB IlI

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,
sejenis penelitian hukum sosiologis, yang juga dapat disebut penelitian
lapangan, yaitu penyelidikan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan
peristiwva sosial. Dengan kata lain, menyelidiki situasi dan realitas yang
sebenarnya terjadi di masyarakat, mengetahui dan menemukan fakta dan data
yang diperlukan, dan setelah mengumpulkan data yang diperlukan, akan
mengarah pada identifikasi masalah, dan pada akhirnya menuju pada
penyelesaian masalah.*

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak
mengkaji perjanjian bagi hasil tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Sondosia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan.

B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Pendekatan yuridis sosiologis
Pendekatan yuridis sosiologis adalah Pendekatan sosio-legal terdiri
dari mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi
sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang

31 Bambang Waluyo, Penelition Hukum Dalom Praktek, Sinar Grafika, Jokarta, 2002, h. 15
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bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan
terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perjanjian bagi hasil
tambak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan.
2. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif
sebaiknya menggunakan pendekatan legislatif, karena undang-undang
yang berbeda itulah yang menjadi fokus dan tema sentral kajian yang
dikaji.
3. Pendekatan Hukum
Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang muncul
(legal issues). Sudut pandang/doktrin mengartikulasikan gagasan dengan
memberikan pemahaman hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang
terkait dengan masalah tersebut.
C. Jenis Data
Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data dalam
penelitian ini.
1. Data primer adalah Data diambil langsung dari responden dan sumber
sebagai data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil
kuesioner yang dikirimkan kepada responden dan wawancara dengan

informan.
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2. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
1. Bahan hukum
Bahan hukum yang utama adalah Peraturan Perundang-
undangan yang susunannya sesuai dengan tata cara penetapan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah:
a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi
Hasil Perikanan.
b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Bagi Hasil
KUHPerdata
2. Bahan hukum
Bahan hukum sekunder adalah fakta hukum, asas hukum,
literatur, hasil penelitian, dan opini hukum di internet.
3. Bahan Hukum Tersier
Dokumen hukum tersier, vyaitu dokumen hukum yang
memberikan petunjuk dan penjelasan atas dokumen hukum primer dan
sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia..
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data, informasi dan informasi dalam penelitian ini,
penyusunannya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.*
1. Teknik pengumpulan data primer adalah Data dikumpulkan secara
langsung oleh responden atau pencipta yang diwawancarai di lokasi

survei. Teknik pengumpulan data primer menggunakan metode sebagai

%2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelition Hukum,Penerbit Universitas Indonesio Press, Jokarta,
1986, h. 5
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berikut:
a. Wawancara

Wawancara penelitian, yaitu pengumpulan data dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian
kepada subjek penelitian. Survei wawancara dalam penelitian ini
menggunakan wawancara tidak terstruktur dengan serangkaian
pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pertanyaan lain
mungkin muncul tergantung pada situasi dan kebutuhan penulis.

2. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik yang dilakukan oleh
peneliti untuk menyelidiki bahan pustaka yang diperlukan untuk
mendukung data primer. Teknik yang digunakan dengan data sekunder
antara lain:

b. Pelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari
berbagai sumber penelitian hukum yang dapat dipercaya mengenai
masalah yang diteliti. Dokumen hukum tersebut meliputi dokumen
hukum pokok, yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Peruntukan Hasil
Laut dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Materi sekunder
yang diamanatkan secara hukum seperti buku, hasil penelitian,
disertasi, disertasi, dan makalah yang berkaitan dengan sistem bagi

hasil hasil laut. Bahan hukum tersier dalam format kamus.
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E. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif. Penelitian tentang metode analisis data untuk memahami makna
data menurut kualitas data, norma hukum yang terkandung dalam peraturan
perundang-undangan, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif. Artinya, data yang
diperoleh didasarkan pada kegiatan yang dilakukan penulis dalam rangka
menentukan isi atau makna norma hukum yang dijadikan acuan dalam
menyelesaikan persoalan hukum yang menjadi pokok acuan.®* Kemudian
gunakan teknik induktif untuk menentukan kesimpulan. Artinya, menarik

kesimpulan dari yang khusus ke yang umum.

% Zsinuddin Ali, Metode Penelition Hukum, Cet V, Sinar Grafika, Jokorts, 2014, him 105



